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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi
yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi
pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.?

Fungsi pajak sebagai salah satu unsur terpenting dalam menopang
keberlangsungan suatu negara sangatlah penting dan sentral. Di Indonesia
sendiri pajak berperan sebagai salah satu penerimaan negara, karena itu
pemerintah sampai saat ini terus berupaya menggali potensi yang dapat
diberlakukan pajak (tax coverage) dan berupaya dalam rangka

meningkatkan kepatuhan masyarakat (tax compliance).® Penghasilan negara

! Mudzakkir, “Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya

Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus”. Jurnal Ull, (2011), him.44.

2 Sri Ayem, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax
Evasion)”. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol. 12, Nomor 1, (30 April 2019), hm.105.

3 Hendy Ramadhan, “Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek

Hukum Pajak”. Media luris, Vol. 1 No. 2 (2018), him.267.



adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan dari hasil
kekayaan alam yang ada di dalam negara itu.* Dua sumber itu merupakan
sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.
Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga
mencakup kepentingan pribadi, seperti kesehatan rakyat, pendidikan,
kesejahteraan dan sebagainya.® Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat
disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan
kepentingan umum.®

Hukum pajak internasional adalah bagian hukum pajak nasional yang
terdiri dari kaidah, baik kaidah -kaidah nasional maupun kaidah yang
berasal dari perjanjian antarnegara dan dari kebiasaan yang telah diterima
baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur persoalan perpajakan dan
dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjek pajak
maupun objek pajak.” Faktanya, meskipun telah ada hukum pajak
internasional, dengan sistem perpajakan yang berbeda-beda antarnegara,
dapat menimbulkan terjadinya pengenaaan pajak berganda, yang dapat
menimbulkan terjadinya penyelundupan pajak atau penghindaran pajak
dengan melakukan kegiatan illegal agar mendapatkan beban pajak yang

minim dengan memanfaatkan berbagai celah yang ada dan terbuka untuk

* Ibid.

% lbid, hIm.268.

¢ Deddy Sutrisno dan Indrawati, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak, (Surabaya:
Universitas Airlangga, 2009), him.2.

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2009), him.204.



mengelak membayar kewajiban pajak di negara sumber penghasilan
maupun di negara domisili.®

Untuk mencegah hal-hal tersebut diperlukan suatu bentuk dasar hukum
yang kuat berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax
Treaty antar negara bersangkutan yang tegas sehingga mengurangi resiko
terjadinya pajak berganda, arus pemasukan modal dari suatu negara ke
negara lain, dan juga mencegah timbulnya perbedaan antar dua dasar hukum
pajak yang berbeda dari dua negara. Hanya saja kekurangan dari
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)° ini terletak pada proses
kompromi antar negara yang Panjang, hal tersebut tergantung pada sejauh
mana negara tersebut menentukan hak pungutan pajak internasionalnya. Di
dalam perpajakan internasional mempunyai dua model persetujuan
penghindaran pajak berganda yaitu: Organization for Economic
Cooperation and Deveploment Model ( OECD Model), dan United Nation
Model (UN Model).°

Kedua Model Persetujuan itu merupakan acuan bagi dua negara yang
merundingkan suatu P3B.!! OECD Model adalah model tax treaty dari
OECD yang didesain sebagai Model tax treaty anatara negara-negara maju

dengan negara-negara bukan anggotanya. Sedangkan UN Model adalah

8 Sony Devano dan Siti Kurnia R, Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006), him.205.

° Dina Lathifa, “P3B: Pengertian, Prosedur, dan Syarat Pemanfaatannya”, Online Pajak,
November 5,2019, https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/p3b (diakses pada tanggal 20
April 2021)

0 Ibid.

11 John Hutagol, Perjanjian Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara -Negara
Kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Afrika, (Jakarta:Salemba, 2000), him.7.



https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/p3b

Model tax treaty dari UN Model yang di desain sebagai model tax treaty
anata negara anggota, yang mayoritas adalah negara-negara berkembang
dan antar negara berkembang dengan negara maju.

Indonesia cenderung memakai UN Model sebagai acuan dalam P3B
dikarenakan Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) itu sendiri, namun juga di modifikasi dengan OECD Model.
Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan system pajak negara dan agar
sesuai dengan hasil negoisasi kedua belah pihak.

Perjanjian mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
harus bersifat timbal balik bagi kedua negara tersebut berdasarkan
keinginan untuk mendorong mobilitas lalu lintas perdagangan, usaha,
bisnis, dan investasi antar negara mitra runding.'? Negara dalam melakukan
pemungutan pajak terikat pada yuridiksi dari negara yang bersangkutan.
Secara tegas maupun tersirat dalam hukum pajak diatur mengenai
pemungutan pajak.t3

Tindak pidana perpajakan dewasa ini lagi semarak dikalangan
pemerintahan maupun perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar,
dikarenakan lemahnya pengawasan di bidang perpajakan sehingga sering

kali terjadi kecurangan di bidang perpajakan.!* Saat ini pemerintah sangat

12 Gunadi, Pajak Internasional, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul, 2007), him. 190.

13 Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), him.140.

4 Sujud, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korupsi Pajak Pph 21 dan 23
Khususnya Di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014 (Studi Kasus Penyimpangan Dana Pajak
Pph 21 dan 23 oleh Bendahara pada Kantor Camat Pelayangan)”. Legalitas, Vol.9, Nomor 2
(Desember 2017), him.246.



ekstra menjaga dan mengawasi di bidang perpajakan, di mana dampak
tindak pidana perpajakan sangat dirasakan selain dapat menggangu
pemasukan uang ke kas negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan
pembangunan dan juga menghambat kesejahteraan masyarakat.®

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan, tampaknya
belum memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran dan atau kejahatan dalam bidang perpajakan seperti
penghindaran/penggelapan pajak.*® Belum optimalnya penegakan hukum
pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang
perpajakan tersebut.!” Karena dihadapkan dengan berbagai kendala, baik
dari segi substansi, aparatur maupun budaya hukum.*®

Penegakan hukum pidana dalam bidang pajak tentunya mempunyai
tujuan tertentu, yaitu agar ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat
dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan,
kepastian dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat di dalamnya.*®
Untuk itu, setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan
oleh pihak fiskus, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maupun pihak

ketiga harus dikenakan sanksi. Agar ketentuan hukum tersebut dapat

5 Ibid,him.247.

16 | awrence M Friedmann, Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2011), him.48.

17 Marulak Pardede, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh
Korporasi Dalam Bidang Perpajakan”. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20, No. 3
(2020), him.336.

18 1bid.
19 Bambang Ali Kusumo, “Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan”, Wacana Hukum, Vol.
8, No. 2 (Oktober 2009), him.96.



berlaku sebagaimana mestinya, diperlukan upaya penegakan dan

pencegahan supaya pelanggaran atau kejahatan tersebut tidak terjadi.?

Adapun putusan hakim yang mengenai Penghindaran Pajak Berganda

antara lain, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1794/B/PK/Pjk/2018.

Pajak Berganda diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 32 A Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

“Pada Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

menyatakan:?!

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek
pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar
20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib

membayarkan:

a. Dividen;

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang;

c. Royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. Hadiah dan penghargaan;

f. Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya;

g. Premiswap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau

h. Keuntungan karena pembebasan utang.

(1a) Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara
tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang

20 1bid.

21 pasal 26 UU NO. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).



sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial
owner).

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia,
kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau
diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di
Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari
perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mneteri Keuangan.
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh
persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di
Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
a. Pemotongan atas openghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;, dan
b. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib
pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap”.

“Pada Pasal 32 A UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

menyatakan:??

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan
pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda
dan pencegahan pengelakan pajak”.

“Penjelasan Pasal 32 A UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan sebagai berikut:

Dalam rangka penimgkatan hubungan ekonomi dan perdagangan
dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku
khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari
masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan
menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah

22 pasal 32 A UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).



pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada
konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan
perpajakan nasional masing-masing”.

Data kasus mengenai Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia

sejumlah 3168 kasus dari tahun ke tahun.?®

Sanksi Pidana terhadap Penghindaran Pajak Berganda pada Tindak
Pidana di bidang Perpajakan diatur dalam Bab VIII dari pasal 38 sampai
dengan pasal 43A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.?*

Adapun contoh kasus mengenai Penghindaran Pajak Berganda pada
kasus pertama dalam “Putusan Mahkamah Agung No. 1794/B/PK/Pjk/2018

sebagai berikut:

Atas nama perusahaan BUT PREMIER OIL KAKAP BV yang beralamat
di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190 yang bergerak di bidang
Pertambangan. Adapun kasus posisi perkara putusan tersebut yang
pokoknya yaitu bahwa pada tahun 2012 dari bulan januari sampai dengan
bulan desember Perusahaan BUT PREMIER OIL KAKAP BV tidak
melaporkan pembukuan atau pencatatan kepada Direktur Jenderal Pajak,
maka Direktur Jenderal Pajak memberikan surat peringatan kepada

Perusahaan BUT PREMIER OIL KAKAP BV sebagai Wajib Pajak dan

23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
24 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).



pemegang Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)
Minyak dan Gas Bumi pada masa Pajak dari bulan Januari sampai dengan
bulan Desember 2012 yang bergerak di bidang Pertambangan untuk segera
melakukan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Tetapi,
Perusahaan BUT PREMIER OIL KAKAP BV tersebut tidak melaporkan
pembukuan atau pencatatan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Oleh
sebab itu, Direktur Jenderal Pajak melaporkan tindakan Perusahaan BUT
PREMIER OIL KAKAP BYV tersebut yang telah melakukan tindak pidana
perpajakan dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan
buku, catatan, atau dokumen lain untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember
2012 sebesar US$ 1.699.159.25. maka, terdakwa atau Wajib Pajak tersebut
diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) G dan (2) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada maret 2017, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah
mencapai kata sepakat dengan BUT PREMIER OIL KAKAP BV terkait
penunggakan pajak, namun hingga saat ini regulasi pembayaran masih
belum jelas, dikarenakan pihak BUT PREMIER OIL KAKAP BV yang
masih membutuhkan waktu untuk menganalisa jumlah total penunggakan

pajak penghasilan terhitung tahun 2012”.%°

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung
No. 1794/B/PK/Pjk/2018).
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Berdasarkan contoh kasus diatas, maka penghindaran pajak berganda

pada tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam “Pasal 39 ayat (1) huruf G dan (2) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

penjelasannya, menyatakan:2°

(1)

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana
perpajakan antara lain, sebagai berikut:

Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Tidak menyampaikan Surat Pmeberitahuan;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29;

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya;

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau
dokumen lain;

Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

)

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu)
kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan
lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,

26 pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).
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terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan”.
“Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) menyatakan:

Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat
pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.
Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang
perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya
menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan,
dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali
menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1)”.
Permasalahan yang kerap terjadi, adalah pada saat perusahaan tersebut
melakukan upaya penghindaran pajak (Tax Avoidance) dengan berbagai
dalih. Berdasarkan contoh kasus di atas, meskipun negara Indonesia telah
memiliki Perstujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan sudah ada
undang-undang domestik yang mengatur tentang perpajakan, masih banyak
celah bagi perusahaaan investasi di Indonesia untuk menghindari pajak yang
seharusnya dibayarkan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan
menuangkan dalam tesis yang berjudul “ ASPEK PAKSA BADAN
(GIJZELING) BAGI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1794/B/PK/Pjk/2018)”.
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B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi yang
Melakukan Penghindaran Pajak Berganda (Studi Kasus Putusan
No.1794/B/PK/Pjk/2018) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana
terhadap korporasi yang melakukan penghindaran pajak berganda ?
3. Bagaimana Aspek Paksa Badan (Gijzeling) Bagi Penghindaran Pajak
Berganda Di Masa Akan Datang ?
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana
terhadap korporasi yang melakukan penghindaran pajak berganda.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang
melakukan penghindaran pajak berganda.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan aspek paksa badan (Gijzeling)
bagi penghindaran pajak berganda di masa akan datang.
2. MANFAAT PENELITIAN
Dari tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

penulis, pembaca, antara lain:
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1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun
masyarakat terkait aspek pidana dalam penghindaran pajak berganda.

2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat
memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi
pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai aspek pidana
dalam penghindaran pajak berganda.

D. KERANGKA TEORI
1. Teori Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan
mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan,
yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan
aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan
hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum
(On Recht) dan menegakkan nestapa (penderitaan) kepada yang
melanggar larangan tersebut.?’
Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan

keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang

27 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him.7.
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merupakan hakekat dari penegakan hukum. Menjelaskan bahwa hakikat
dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan
hukum adalah pikiran badan pembentuk undangundang yang berupa ide
atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh
petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai
kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan
hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan
suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah
serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi
pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas
atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antar nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.
Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-
nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang
simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menggangu

kedamaian pergaulan hidup.?®

28 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung:PT Citra Aditya
Bakti, 2011), him.181-182.
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Teori Penegakan Hukum pidana digunakan untuk menjawab
permasalahan mengenai Aspek Paksa Badan (Gijzeling) Bagi
Penghindaran Pajak Berganda (Studi Kasus Putusan No.
1794/B/PK/Pjk/2018).

Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Plato dengan mengambil inti
ajaran kebijaksanaan Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Plato
mengatakan hukum sebagai sarana keadilan.?® Dasar perbedaan
keduanya terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang
kesempurnaan pada manusia,®® Plato tidak sepaham dengan tesis
gurunya, menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh
kaum aristokrat®® yang merupakan orang-orang terpilih, karena
aristokrat atau para flsuf merupakan orang-orang bijaksana, maka di
bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua
orang dalam gagasan keadilan. lde serta pemikiran Plato,
memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini terjadi,
maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum,
karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif
bijaksana yang pasti mewujudkan theoria®? (pengetahuan dan

pengertian terbaiknya) dalam Tindakan. Dengan kata lain, bentuk

29 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum

Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),

him.40.

30 Ibid.
31 Ibid, him.41.
32 Op. Cit, Masykur Arif Rahman, him.151-153.
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negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu
para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan
sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak aristocrat bertindak
sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Saat merosotnya fungsi dan tujuan negara,®® maka tidak mungkin

adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Di sinilah hukum
dibutuhkan sebagai sarana keadilan, yaitu instrumen untuk
menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Secara lebih riil,
Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu sebagai berikut:3

a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia
fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;

b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya
tidak muncul kekacauan hukum;

c. Setiap peraturan perundang-undangan harus didahului
pembukaan tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut
dibentuk;®

d. Tugas hukum adalah membimbing warga negara lewat undang-
undang pada suatu hidup yang benar dan sempurna; dan

e. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.

33 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan — Panduan Kuliah di
Perguruan Tinggi, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), him.93-97.

34 Op. Cit, Bernard L. Tanya dkk, him.41.

% Ibid.

% Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), him.13.
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Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang
mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan
sebagai mitra bestari yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat
menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan
kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum dan
perlindungan hukum.®” Bahwa betapa faktor manusia (aparat)
merupakan soial yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-
faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup,
kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu
sekalipun, tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia yang
menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan
manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual
dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif
lagi bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan menjadi
halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan begitu juga
sebaliknya.3®

Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai
Aspek Paksa Badan (Gijzeling) Bagi Penghindaran Pajak Berganda

(Studi Kasus Putusan No. 1794/B/PK/Pjk/2018).

37 Op. Cit, Bernard L. Tanya dkk, him.42.
3 Ibid.
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3. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan,
istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu
authority of theory, sedang dalam Bahasa Belanda dikenal theorie van
het gezag, dalam Bahasa Jerman yaitu theorie der authoriat. Konsep
teoritis tentang kewenangan menurut R.D Stoud, adalah keseluruhan
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan
hukum publik. Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang
melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah  maupun
peraturan yang lebih rendah tingkatnya.

Ada perbedaan kewenangan dan wewenang menurut Ateng
Syafrudin® ialah perbedaan antara kewenangan (authority gezag)
dengan wewenang (competence bevogeheid). Kewenangan adalah apa
yang diberikan undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai
suatu bagian (ondereel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegheden).

Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum publik, lingkup

39 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang
Bertanggung Jawab, (Bandung:Pro Justitia UNPAD, 2000), him.22.
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wewenang pemerintahan, tidak hany meliputi wewenang membuat
keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam
rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
wewenang utmanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya,
teritorialnya, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahannya.
Kewenangan menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam yaitu wewenang personal dan wewenang ofsial.*® Max Webber
membagi kewenangan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:*!

a. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal);

b. Wewenang resmi, dan tidak resmi;

c. Wewenang pribadi, dan territorial;

d. Wewenang terbatas, dan menyeluruh.

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan, yang
mana fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemrintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.*? Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan

dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam

40 Diah Restuning Maharani, Penjelasan Mengenai Teori Hukum — Teori
Kewenangan, www.restuningmaharani.blogspot.com, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

41 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005),
him. 208-288.

42 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him.189.


http://www.restuningmaharani.blogspot.com/
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hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya
dengan hukum privat.*®* Menurut Indroharto, mengemukakan 3 (tiga)
macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, yang meliputi:** Atribusi,*®> Delegasi,*® dan Mandat.*’

Menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek,*® ada 2 (dua) cara
organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu dengan cara
atribusi*® dan cara delegasi.® Kedua cara organ pemerintah dalam
memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk
menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan
kewenangannya. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon®!, cara
memperoleh wewenang melalui cara atribusi dan cara delegasi® dan
kadang-kadang juga cara mandat.>?

Teori Kewenangan digunakan untuk menjawab permasalahan
mengenai Aspek Paksa Badan (Gijzeling) Bagi Penghindaran Pajak

Berganda (Studi Kasus Putusan No. 1794/B/PK/Pjk/2018).

43 Ibid, him193.

44 Op. Cit, Ridwan HR, him.104.

45 Op.Cit, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, him.194.
46 |bid.

47 Ibid.

48 Op. Cit, Ridwan HR, him.105.

49 Ibid.

%0 Ibid.

51 Op. Cit, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, him.195.
52 |bid.

53 Ibid.
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4. Teori Perpajakan

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-
undang, atas penghasilannya tersebut maka selanjutnya wajib diberikan
rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi.>*

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu cara untuk
mencapai dan menciptakan kesejahteraan dengan melakukan penarikan
atau pemungutan pajak.>® Oleh karena itu, negara berhak memungut
pajak tanpa mengabaikan teori-teori perpajakan yang ada. Apabila
dikaitkan dengan pemungutan pajak terhadap Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), teori pajak yang dipakai antara lain:

1. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, bahwa pemungutan pajak harus sesuai
dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu).
Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si
wajib pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan,
kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Gaya pikul ini

dipengaruhi oleh :%

>4 Fidel, Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh,
PPN, Pengadilan Pajak, (Jakarta: PT. Carofin Media, 2015), him.4.

% Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2001),
him.35.

% Ibid, him.38.
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A. Pendapatan;
B. Kekayaan;
C. Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya
Itu berarti, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) selaku wajib pajak orang pribadi, harus memikul
besarnya pajak berdasarkan penghasilan, kekayaan dan
pengeluaran belanja wajib pajak selama menerima
penghasilan dari pekerjaannya tersebut.
2. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Mutlak
Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer,
karena sifat dari Negara ini, maka timbullah hak mutlak Negara
untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraanya Negara ini
memiliki kewenangan—kewenangan di segala bidang dengan
memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan
pajak. Di pihak lain, individu-individu yang tergabung dalam
paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk kepada
kewenangan Negara.’’” Menurut Van Den Berge juga
mengutarakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan
dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas

menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan

" 1bid, him.37.
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harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk
juga tindakantindakan dalam lapangan pajak.

Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer,
karena sifat dari Negara ini, maka timbullah hak mutlak Negara
untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraanya Negara ini
memiliki kewenangan—kewenangan di segala bidang dengan
memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan
pajak. Di pihak lain, individu-individu yang tergabung dalam
paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk kepada
kewenangan Negara.®®

Teori Perpajakan digunakan untuk menjawab permasalahan
mengenai Aspek Paksa Badan (Gijzeling) Bagi Penghindaran
Pajak Berganda (Studi Kasus Putusan No.

1794/B/PK/Pjk/2018).

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.>®

%8 Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, Perpajakan untuk Prsktisi dan

Akademisi, (Malang: Empat Dua Media, 2015), him.8.

>9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

hal.21.
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Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law
enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat
penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan
pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit,
oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi
tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada
ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang
bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun
demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam
kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.®

2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.5!

3. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian

keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

60 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal.21.

61 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP).
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Sebagaimana diketahui bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan
UU sehingga apabila tidak dipatuhi/ dilanggar maka akan menimbulkan
hukuman/sanksi bagi pelakunya.®?
4. Pajak Berganda

Pajak berganda dalam arti umum adalah suatu pemungutan pajak yang
dilakukan atau objek pajak yang sama (baik merupakan barang maupun
jasa) sebanyak lebih dari satu kali. Ini adalah definisi umum dikalangan
masyarakat, sekaligus kriteria dari apa yang dimaksud pajak berganda.
Pengertian pajak berganda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara
luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan
pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda (double
taxation) atau lebih (multiple taxation) atas suatu fakta fiskal (subyek
dan/atau obyek pajak). Sedangkan pengertian pajak berganda secara
sempit yaitu, pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus
pemajakan beberapa kali terhadap suatu subyek dan/atau obyek pajak

dalam satu administrasi pajak yang sama.®

62 Fidel, Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh,
PPN, Pengadilan Pajak, (Jakarta: PT. Carofin Media, 2015), him.140.

63 Caesar Boris Khomaro, Pengembalian Pajak Berganda Pada Pembiayaan
Marabahah Di Bank Syariah, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010), him.36.
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F. METODE PENELITIAN
1. JENIS PENELITIAN
Penulisan Tesis ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pada jenis
penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.®*
2. PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara
lain:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta
mempelajari perundang- undangan dari regulasi yang berkaitan
dengan isu hukum yang sedang diteliti.®®

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus
terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. SUMBER BAHAN-BAHAN HUKUM
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi

kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari

64 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta: Ul Press, 2008), him.2.
& Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2004), him.93.
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, antara
lain:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang
digunakan dalam penelitian, bahan- bahan hukum tersebut terdiri
dari:
1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19457,
2. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana”;
3. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana”;
4. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”;
5. “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan”.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi
penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-
buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum dan jurisprudensi, yang dapat dijadikan kajian terkait
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dengan penelitian tersebut. Sehingga menunjang penelitian yang
dilakukan.®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
misalnya: kamus-kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan
sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat
dengan permasalahan-permasalahan penelitian ini.®’
4. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
HUKUM
Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam
penelitian ini sendiri ialah studi kepustakaan (library research), dengan
cara mengkaji dan juga mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-
sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan,
buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat
kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996), him.106.

7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, (Jakarta:PT
Grafindo Persada, 2011), him.114.
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5. TEKNIK ANALISIS BAHAN-BAHAN HUKUM
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara kualitatif
yaitu yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam
kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik
kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini.
6. TEKNIK PENARIKAN KESIMPULAN
Dalam penelitian ini mengguakan penarikan kesimpulan dengan
logika berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang
berlaku umum sampai ke masalah konkret yang dihadapi.®® Aturan-
aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih
konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus

dalam rangka menjawab permasalahan dalam tesis ini.

68 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung:Pustaka Setia, 2009),
him.111.
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